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1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu
negara, termasuk Indonesia, yang memiliki sistem pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak
daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan
negara, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai
kebutuhan pembangunan lokal. Kedua jenis pajak ini memiliki peran strategis dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik, pembangunan
infrastruktur, serta pelayanan sosial. Namun demikian, implementasi pajak seringkali
menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, ketimpangan
distribusi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pajak itu sendiri. Oleh
karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi
juga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan agar sistem perpajakan dapat berjalan secara
optimal dan berkelanjutan (Hafiz & Wardana, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban
finansial semata, tetapi juga sebagai instrumen yang harus selaras dengan prinsip keadilan
dan kesejahteraan sosial. Konsep maqgashid syariah menjadi landasan penting dalam menilai
kebijakan fiskal, termasuk perpajakan, karena berfokus pada tujuan utama syariat yaitu
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kebijakan pajak
scharusnya tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Penerapan magqashid syariah
dalam sistem perpajakan dapat membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih
merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menjadi penting mengingat masih
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adanya ketimpangan ekonomi di berbagai daerah yang memerlukan perhatian serius dari
pemerintah melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan (Adesty & Azzahra, 2024).

Kebijakan pajak pusat dan daerah di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk
meningkatkan pendapatan negara dan daerah secara signifikan, namun belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip keadilan sosial. Pajak daerah, misalnya, sering kali menjadi beban
tambahan bagi masyarakat tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik
yang memadai. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap pajak dan berdampak pada
rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, penerapan maqashid syariah
dapat menjadi solusi untuk menilai apakah kebijakan pajak telah memenuhi prinsip
kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan. Evaluasi terhadap pajak daerah
berdasarkan maqashid syariah menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak adil dapat
menghambat pembangunan ekonomi daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah (Hatmaka, 2023). Selain itu, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu
faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Rendahnya kepatuhan sering kali
disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya tingkat literasi pajak, serta
kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak. Dalam perspektif maqashid syariah,
kepatuhan pajak tidak hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga kesadaran moral
untuk berkontribusi dalam kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, peningkatan literasi
pajak dan transparansi pengelolaan menjadi langkah penting dalam mendorong
kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sistemperpajakan yang berbasis maqgashid
syariah diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan
masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Harahap & Baihagi, 2024).

Implementasi maqgashid syariah dalam kebijakan fiskal juga menekankan pentingnya
integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan publik. Kebijakan pajak yang
berlandaskan maqashid syariah harus mampu menjamin keadilan distribusi, menghindari
eksploitasi, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini
mencakup pengelolaan pajak pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, serta
berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, penerapan prinsip maqashid syariah juga
dapat mendorong pemerintah untuk lebih bijak dalam menetapkan tarif pajak dan alokasi
anggaran, schingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang
berbasis maqashid syariah dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang
lebih adil dan berkelanjutan (Muthoharoh & Wijaya, 2024). Di sisi lain, pajak daerah
memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk
pembangunan lokal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan,
seperti kebocoran pajak, ketidakpatuhan wajib pajak, serta kurangnya pengawasan dari
pemerintah daerah. Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan pajak daerah harus
mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta memastikan bahwa
setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berlandaskan nilai-
nilai syariah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Dengan demikian,
pajak daerah dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Ningrum & Zulham, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa analisis pajak pusat dan daerah
melalui perspektif maqashid syariah menjadi sangat penting dalam mewujudkan keadilan
sosial ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek ekonomi semata, tetapi juga
mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam kebijakan perpajakan. Dengan
mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia
dapat menjadi lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pajak pusat dan daerah
dapat dioptimalkan melalui perspektif maqashid syariah guna mencapai kesejahteraan yang
merata. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
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pengembangan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Siregar, 2024).

2. TINJAUAN TEORITIS
2.1 Konsep Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua komponen utama dalam sistem
perpajakan di Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam pembiayaan pembangunan
nasional dan daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan mencakup jenis pajak
seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak lainnya yang berskala
nasional. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan berfungsi untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan lokal. Kedua jenis
pajak ini saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara luas. Keberadaan pajak menjadi instrumen penting dalam
mendistribusikan pendapatan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah melalui
kebijakan fiskal yang terarah dan terencana dengan baik (Hafiz & Wardana, 2025). Dalam
implementasinya, pajak pusat dan pajak daerah sering menghadapi tantangan berupa
ketidakseimbangan antara beban pajak dan manfaat yang diterima masyarakat. Hal ini dapat
menimbulkan ketidakpuasan publik dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh
karena itu, diperlukan pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar
masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pembayaran pajak. Selain itu, koordinasi
antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas
kebijakan perpajakan. Dengan demikian, sistem perpajakan yang baik akan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan (Nabawi & Absy, 2025).

2.2 Teori Magashid Syariah dalam Ekonomi Islam

Magqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang
menekankan pada tujuan utama syariat [slam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan
tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai
aspek utama kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi, magashid syariah berperan
sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada
keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keadilan. Dengan demikian, setiap kebijakan
ekonomi, termasuk perpajakan, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat
secara luas. Penerapan maqashid syariah diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi
yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Adesty & Azzahra,
2024). Lebih lanjut, magashid syariah juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang
merata serta penghindaran terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Dalam
hal ini, kebijakan fiskal harus dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip-prinsip magqashid syariah dapat menjadi landasan
dalam mengevaluasi apakah suatu kebijakan telah memberikan manfaat atau justru
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi maqashid syariah dalam
kebijakan ekonomi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang
diambil selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Muthoharoh & Wijaya,
2024).

2.3 Pajak dalam Perspektif Maqgashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, pajak dipandang sebagai salah satu instrumen
yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Pajak bukan hanya
kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi sosial yang memiliki nilai moral dan
etika. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirancang sedemikian rupa agar tidak
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memberatkan masyarakat dan tetap memberikan manfaat yang optimal. Prinsip keadilan
menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan pajak, di mana beban pajak harus
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Dengan demikian, pajak dapat
berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan
ckonomi (Puspitasari & Nisa, 2024). Namun demikian, implementasi pajak dalam
perspektif maqgashid syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut serta belum optimalnya kebijakan yang
berbasis nilai-nilai syariah. Hal ini menyebabkan masih adanya ketimpangan dalam
distribusi beban pajak dan manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan pajak agar lebih sesuai dengan prinsip
maqashid syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem perpajakan dapat menjadi
lebih adil dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh
(Hatmaka, 2023).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Syariah

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan
sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan negara
dan mendukung pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak
sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi pajak, kepercayaan
terhadap pemerintah, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Dalam perspektif
syariah, kepatuhan pajak tidak hanya didasarkan pada kewajiban hukum, tetapi juga
kesadaran moral dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam kemaslahatan
bersama (Harahap & Baihaqi, 2024). Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga
memerlukan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan pajak. Masyarakat cenderung lebih patuh apabila mereka melihat bahwa pajak
yang dibayarkan digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu,
penerapan prinsip maqgashid syariah dalam pengelolaan pajak dapat menjadi solusi untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, sistem perpajakan yang adil dan
transparan akan mendorong kepatuhan wajib pajak serta mendukung terciptanya
kesejahteraan masyarakat (Vientiany & Annisa, 2025).

2.5 Peran Pajak dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Ekonomi

Pajak memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui
fungsi redistribusi pendapatan. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengalokasikan
sumber daya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program
sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam
konteks ini, pajak menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan
ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan. Pajak daerah juga memiliki peran
strategis dalam — meningkatkan pendapatan ~asli daerah yang digunakan untuk
pembangunan lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat
daerah (Ramadhan & Meika, 2024). Dalam perspektif maqashid syariah, keadilan sosial
ekonomi merupakan salah satu tujuan utama yang harus dicapai melalui kebijakan fiskal.
Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus dilakukan secara adil, transparan, dan berorientasi
pada kemaslahatan masyarakat. Kebijakan pajak yang tidak adil dapat menimbulkan
ketimpangan dan menghambat pembangunan ekonomi. Dengan demikian, integrasi prinsip
magqashid syariah dalam kebijakan perpajakan menjadi sangat penting untuk memastikan
bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang optimal bagi
masyarakat. Hal ini akan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan
berkelanjutan (Syahrizul & Pakkanna, 2024).
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3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pajak pusat dan pajak daerah melalui
perspektif magashid syariah dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Pendekatan
kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap
fenomena yang diteliti, khususnya terkait nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta
implementasi prinsip syariah dalam kebijakan fiskal. Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan
perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah
literatur yang berkaitan dengan pajak pusat, pajak daerah, dan maqashid syariah, sehingga
diperoleh landasan teoritis yang kuat dalam mendukung analisis penelitian. Metode
penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif deskriptif,
yaitu dengan cara mengolah, mengkaji, serta menginterpretasikan data yang telah
dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Proses
analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif dengan
perspektif maqashid syariah untuk menilai apakah kebijakan pajak pusat dan daerah telah
sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pajak dalam
perspektif syariah serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan
kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Konsep Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Perspektif Maqgashid Syariah

Perspektif
No Aspek Pajak Pusat Pajak Daerah
Magashid Syariah

1 Pengertian | Pajak yang dikelola | Pajak yang dikelola = Instrumen untuk
pemerintah ~ pusat | pemerintah  daerah = mewujudkan
untuk kepentingan untuk pembangunan | Kemaslahatan umum
nasional lokal

2 | Tujuan Meningkatkan Meningkatkan Menjaga
penerimaan negara .| keseimbangan

pendapatan asli distribusi
dacrah 1str‘1bus1
kesejahteraan

3 | Pengelolaan = Dikelola oleh Dikelola oleh Harus transparan
Pemerintah pusat pemerintah daerah dan adil
secara nasional secara otonom

4 | Dampak Mempengaruhi Mempengaruhi Menghindari
stabilitas ~ ekonomi | kesejahteraan Kemudaratan dan
nasional masyarakat lokal ketimpangan

5 | Prinsip Efisiensi dan Otonomi daerah dan | Keadilan,
efektivitas pelayanan publik kemaslahatan, dan

keseimbangan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran

yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem keuangan negara. Pajak pusat berfungsi
sebagai sumber utama pendapatan nasional yang digunakan untuk membiayai berbagai
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program strategis pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan
kesehatan. Sementara itu, pajak daerah berperan dalam mendukung pembangunan lokal
yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dalam perspektif maqashid
syariah, kedua jenis pajak ini harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum dan
menjaga keseimbangan distribusi kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa kebijakan pajak tidak
hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperhatikan dampaknya
terhadap masyarakat, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Lebih
lanjut, penerapan prinsip magqashid syariah dalam pengelolaan pajak menuntut adanya
transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Pajak yang dikelola tanpa prinsip tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan menurunkan tingkat kepatuhan
wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pajak
yang diterapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini,
pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai instrumen
untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Dengan demikian, integrasi maqashid syariah
dalam sistem perpajakan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan
fiskal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 2. Implementasi Pajak dalam Perspektif Maqgashid Syariah

Perspektif Magashid

No Aspek Kondisi Umum Permasalahan
Syariah

1 Kepatuhan = | Kesadaran Rendahnya Mendorong kesadaran
masyarakat masih | kepatuhan wajib | moral dan tanggung
bervariasi pajak jawab

2 | Transparansi Pengelolaanbelum = Kurangnya Menuntut
sepenuhnya : Akuntabilitas dan
terbuka &7 2 publik kejujuran

3 | Distribusi Manfaat ~ belum | Ketimpangan Menjamin  keadilan
merata ekonomi distribusi

4 | Kebijakan Berorientasi pada = Kurang Berorientasi pada
penerimaan memperhatikan kemaslahatan

kesejahteraan

5 Pengawasan | Pengawasan belum | Potensi Menjaga amanah dan

optimal penyalahgunaan integritas

Tabel ini menggambarkan bahwa implementasi pajak di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan, terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak dan transparansi
pengelolaan. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menunjukkan adanya kesenjangan
antara kewajiban yang harus dipenuhi dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
pajak. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak dapat menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi
ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan
dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran moral
masyarakat serta memperbaiki sistem pengelolaan pajak agar lebih transparan dan
akuntabel. Selain itu, distribusi manfaat pajak yang belum merata juga menjadi permasalahan
yang perlu diperhatikan. Ketimpangan ekonomi yang masih terjadi menunjukkan bahwa
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kebijakan pajak belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat
secara menyeluruh. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan pajak harus mampu
menjamin keadilan distribusi dan menghindari kemudaratan bagi masyarakat. Hal ini dapat
dilakukan melalui perbaikan kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada kemaslahatan
serta peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana pajak. Dengan demikian,
implementasi pajak yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial ekonomi.

Tabel ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam
mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui berbagai fungsi strategisnya. Salah satu fungsi
utama pajak adalah sebagai alat redistribusi pendapatan, yang bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat. Selain itu, pajak juga digunakan untuk
membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik, seperti pendidikan dan
kesehatan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif maqashid
syariah, peran pajak ini sejalan dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan dan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber
pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial. Lebih
lanjut, pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keberlanjutan
pembangunan. Kebijakan pajak yang adil dapat meningkatkan rasa keadilan di masyarakat
dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam perspektif maqashid syariah,
keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap kebijakan ekonomi. Oleh
karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan tidak
menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat, terutama kelompok yang kurang
mampu. Dengan demikian, pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran
strategis dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi apabila dikelola berdasarkan
perspektif magashid syariah yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan
keseimbangan. Implementasi sistem perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada
peningkatan penerimaan, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang merata, menjadi
kunci dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Selain itu, transparansi,
akuntabilitas, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang
harus diperhatikan dalam pengelolaan pajak agar mampu menciptakan kepercayaan publik.
Dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan fiskal, pajak dapat
berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
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